
, 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 24 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBEBASAN SANKS! ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU 

DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk

melunasi pajak terutang dan sebagai upaya

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

diperlukan Instrumen kebijakan di bidang Perpajakan

Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (5)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah diberikan

wewenang untuk mengurangkan atau menghapuskan

sanksi administratif berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

menetapkan Pembebasan sanksi administratif berupa

bunga dan/ atau denda Pajak Daerah yang Terutang

dengan Peraturan Bupati;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
368) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4488) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 290) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 336); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9 , 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Nomor 343); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasuruan Nomor 346); 



Menetapkan 

17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 236 Tahun 2023 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 236). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKS! 
ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA 
PAJAK DAERAH YANG TERUTANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Pasuruan. 

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasa, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. 

8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah 
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang 
dan/ atau jasa tertentu. 

9. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang 
disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 

10. Tenaga Listrik adalah tenaga a tau energi yang dihasilkan oleh suatu 
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan 
listrik. 

11. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi 
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau 
fasilitas lainnya. 

12.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan untuk penyelenggaraan tempat parkir 
di luar badan jalan dan/ a tau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 



13.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 
semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, 
dan/atau keramaian untuk dinikmati. 

14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. 
15. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas 

pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah. 
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam 
dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

19. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

20. Surat Keputusan Pembebasan sanksi administratif keterlambatan 
Pembayaran Pajak Daerah adalah surat keputusan yang membebaskan 
sanksi administratif keterlambatan pembayaran Pajak Daerah. 

21. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok 
pajak terutang berupa bunga dan/ a tau denda sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Maksud pembebasan sanksi administratif yaitu dalam rangka memberikan 
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan 
pajak daerah tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam 
jangka waktu tertentu. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Pembebasan sanksi administratif bertujuan: 
a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran 

tunggakan Pajak Daerah; 
b. mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari Pajak Daerah; clan 
c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Daerah. 



Bagian Ketiga 
Sasaran 

Pasal 4 

(1) Pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 
diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas 
pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2023, yang meliputi: 
a. PBB-P2; 
b . BPHTB; 
c. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; 
d. PBJT atas Tenaga Listrik; 
e. PBJT atas Jasa Perhotelan; 
f. PBJT atas Jasa Parkir; 
g. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; 
h. Pajak Reklame; 
1. PAT; 
J. Pajak MBLB. 

(2) PBJT atas Jasa Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d merupakan PBJT atas Jasa Tenaga Listrik yang sumber dayanya atas 
tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. 

(3) Pembebasan sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda 
diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas 
pajak terutang PBB-P2 Tahun Pajak 2024 ketetapan sampai dengan 
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) . 

BAB III 
PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 
Waktu 

Pasal 5 

Waktu pelaksanaan pembebasan sanksi administratif 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dan ayat (3) mulai 
18 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024. 

Bagian Kedua 
Teknis Pelaksanaan 

Pasal 6 

sebagaimana 
dari tanggal 

(1) Wajib Pajak dapat membayar secara langsung Pajak Yang Terutang ke 
tempat pembayaran yang telah ditentukan ke Rekening Bank Jatim 
sebagai berikut: 

a. Rekening No. 0231027068 untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; 
b. Rekening No. 0231027076 untuk PBJT atas Makanan dan/atau 

Minuman; 
c. Rekening No. 0231027084 untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan 

Hiburan; 
d. Rekening No. 0231027092 untuk Pajak Reklame; 
e. Rekening No. 0231027106 untuk PBJT atas Tenaga Listrik; 



f. Rekening No. 0231027114 untuk Pajak MBLB;
g. Rekening No. 0231027122 untuk PBJT atas Jasa Parkir;
h. Rekening No. 0231027131 untuk PAT;
i. Rekening No. 0231027149 untuk PBB-P2; dan
j. Rekening No. 0231027157 untuk BPHTB.

(2) Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran melalui transfer melalui
bank lain selain Bank Jatim, wajib melakukan konfirmasi pembayaran
ke nomor 0888 8 069 069.

Pasal 7 

Menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan 
mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 
Pejabat Tanggal Par� 

Sekretaris Daerah � 
Asisten PKR � 
Plt. Kepala BPKPD L,.bl 
Kabag. Hukum :{ 
Sekretaris BPKPD 1(/1 Ii:. 

Kabid. P4 � 
Kabid. P3 !"""

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 17 September 2024
SEKRETARIS DAERAH, 

               ttd.

l 

/ 

Ditetapkan di Pasuruan 

AND ANTO 

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 24 

pada tanggal 17 September 2024 
Pj. BUPATI PASURUAN, 

             ttd.

ANDRIYANTO




